BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti menarik kesimpulan
mengenai peran badan permusayawaratan desa di Desa Kereana kecamatan

Botin Leo Bele Kabupaten Malaka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membuat rancangan
peraturan desa bersama kepala desa telah diimplementasikan dengan cukup
baik, hal ini terlihat dari cukup berperanya BPD dalam melaksanakan tugas
tersebut, yaitu BPD mampu mengambil inisiatif dan tanggung jawab untuk
ikut dalam musyawarah pembahasan peraturan desa yang dibuktikan dengan
lahirnya peraturan desa tentang menejemen penertipan hewan ternak

2. Peran pasif Badan Permusywaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan
penyerapan aspirasi rakyat sudah dilakukan dengan komunikasi yang baik
terhadap Masyarakat desa kereana sesuai dengan aturan, BPD memberikan
kesempatan kepada seluruh anggotanya yang sudah diwakilkan pada setiap
dusun yang menjadi tanggung jawab masing-masing untuk nantinya setiap
anggota BPD mencaatat masalah yang terjadi didusun, selanjutnya

dievalusai dalam rapat BPD dan proses sesuai dengan aturan yang berlaku.
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Dari keterangan diatas kita melihat tentang Badan Permusyawaratan Desa
yang selama ini hanya dianggap sebagai Lembaga formalitas didalam
penyelenggaraan pemerintahan desa atau sistem pemerintahan desa. Namun dari
kedua peran yang sudah dilakukan dengan cukup baik oleh BPD kereana sekiranya
bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain terutama Kecamatan Botin Leo Bele yang
masih belum memberikan kinerja yang cukup baik terhadap masyarakat dan
lingkungan pedesaan. Aturanlah yang menjadi panutan dari terlaksananya tugas

pokok dan fungsi dari BPD Desa Kereana.
5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas maka penulis memberikan saran

sebagai berikut:

1. Untuk BPD agar dapat meningkatkan layanan di Desa Kereana, maka
diperlukan keterlibatan dari semua unsur masyarakat, terutama pemerintah desa
harus berperan aktif untuk melihat sejaun mana kinerja dari Badan

permusyawaratan Desa dalam menjalankan peranya

2. Untuk Pemetintah Desa agar lebih mendengar usulan dari Masyarakat sebagai
pertimbangan untuk melakukan sesuatu dan bahan pertimbangan untuk
memutuskan suatu keputusan. Hendaknya suatu Pembangunan infrasruktur
dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga Pembangunan
tersebut dapat dinikmati masyarakat dan bermanfaat untuk menunjang ekonomi

dan kesejahteraan Masyarakat desa.
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mengingat lemahnya pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan desa dan kepala
desa yang diakibatkan oleh relatif rendahnya kualitas sumberdaya manusia
anggota BPD, maka pemerintaj daerah perlu mengambil tindakan konkrit dalam
memberikan pelatihan bagi anggota BPD guna meningkatkan kemampuan
konseptual agar nantinya tercipta anggota BPD yang mampu menjalankan

semua peranya dengan baik dan lebih optimal
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